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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan
Penjatuhan sanski ini berbarengan dengan dijatuhkannya pidana pokok. Selain itu 
penerapan sanski tindakan ini dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun 
dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok, pelaksanaan  sanski 
tindakan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. 
Pelaksanaan sanksi tindakan berupa kebiri kimia ini disertai dengan rehabilitasi dan 
hal tersebut telah tertuang jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonseia No 
70 Tahun 2O2O Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, 
PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, Rehabilitasi, dan 
Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Sanski pidana dan sanski tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan dan 
sifatnya, maka kedua sanski tersebut seyogyanya ditetapkan dalam kedudukan yang 
sejajar dalam suatu kebijakan legislasi, agar tujuan pemidanaan yang bersifat plural 
dapat tercapai yaitu, pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, 
memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan. 

Anggapan pembetuk aturan tersebut menerapkan sanksi kebiri kimia karena 
beberapa tahap yang harus dilakukan dan kebiri kimia dianggap memiliki 
keunggulan setidaknya mencegah seseorang berbuat hal tersebut tetapi pada 
akhirnya ada kekurangan yaitu kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia 
sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi 
dalam hukum nasional kita diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan 
Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak 
(CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk 
penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih lagi kebiri kimia 
yang sifatnya tidak permanen melekat pada diri pelaku juga tidak dapat menjadi 
jaminan bahwasannya pelaku tidak akan atau tidak bisa berbuat tindakan demikian 
setelah bertanggung jawab dihadap hukum sesuai aturan hukum yang ada.

4.2. Saran
Setelah melakukan analisa terhadap batasan penerapan sanksi kebiri kimia, 

penulis beranggapan bahwasannya pembatasannya cukup jelas tersurat dalam 
Undang-Undang yang mengatur penerapan sanksi tindakan kebiri kimia. Tetapi 
masih adanya ketidak jelasan batasan yang ada, jika memang Indonesia mengatur 
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tentang adanya sanksi tindakan sebagai suatu hal yang sama seperti sanksi pidana 
batasan serta penerapannya lebih ditegaskan dalam 81A dimana seharusnya 
disebutkan bahwa sanksi berjalan berbarengan dengan dijalaninya pidana pokok 
berupa kurungan.

Dalam hal ini pembuat Undang-Undang tidak menjatuhkan sanksi tindakan 
berupa kimia, karena jika dilihat dari ide dasar, sifat, tujuan sanksi tindakan itu 
sendiri kebiri kimia tidak termasuk. Jika memang kebiri di anggap sebagai suatu 
sanksi yang pantas sebagai tindakan pencegahan atau penanggulangan, kebiri kimia 
dalam pasal tersebut sebaiknya digolongkan sebagai pidana tambahan.
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